
BERITA DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA 

 
 
 
 
 

 
 

  NOMOR  : 20                                                                  TAHUN 2010                  

 
PERATURAN BUPATI MAJALENGKA 

 

NOMOR  20  TAHUN 2010 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 4 TAHUN 

2010 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG 

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
KABUPATEN MAJALENGKA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI MAJALENGKA, 
 

Menimbang :  
 

a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan cakupan kepemilikan akta 

kelahiran secara menyeluruh, maka masa dispensasi pelayanan 
pencatatan kelahiran yang semula berlaku sampai dengan tanggal 31 

Desember 2010 perlu diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 
2011; 

   

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

maka ketentuan dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 4 Tahun 2010 tentang 
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 

Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 
Kabupaten Majalengka perlu disesuaikan; 

  

 c. bahwa …………. 2 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 

dan b, serta sebagai pelaksanaan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 
472.11/5111/SJ tanggal 28 Desember 2010 Perihal Perpanjangan Masa 

Berlaku Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran, maka perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Majalengka Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2009 tentang 
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Majalengka. 

  
Mengingat  :  
 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta 

dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 31, Tambahan  Lembaran Negara  Republik Indonesia  Nomor 2851); 

 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3019); 
 

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3474); 
 

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 
 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 

 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

 

7. Undang-Undang ... 3 
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7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438) 
 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik 

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634); 

 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);  

 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
 

12. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan 
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5080); 

 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3050); 

 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);  

 

15. Peraturan Pemerintah ... 4 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 
 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, 
Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan 

Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676); 
 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736); 

 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 
 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 
Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768); 
 

20. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata 
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 

 

21. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem 

Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).  
 

22. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor M.01-HL.03.01 
Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh 

Kewarganegaraan Republik Indonesia; 
 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolan Keuangan Daerah; 

 

24. Peraturan Menteri … 5 
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24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar dan 

Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Tanda 
Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional; 

 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman 

Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan 
Administrasi Kependudukan; 

 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman 

Tata Cara Perkawinan dan Pelaporan Akta Yang Diterbitkan Oleh Negara 
Lain; 

 

27. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 15 

Tahun 2010 dan Nomor 162/MENKES/PB/I/2010 tentang Pelaporan Kematian 
dan Penyebab Kematian; 

 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman 

Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatat Sipil 
dan Petugas Registrasi; 

 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah 

Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Majalengka Nomor 1); 

 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2009 tentang 

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Majalengka 
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 8); 

 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah 
Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10); 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan :  
 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 

MAJALENGKA NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN 
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA 

NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI 
KEPENDUDUKAN KABUPATEN MAJALENGKA. 
 

PASAL I …….…… 6 
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PASAL I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 4 Tahun 2010 

tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka 
Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 

Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2010 
Nomor 4) diubah sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 76 berbunyi sebagai 
berikut : 

 

Pasal 76 
 

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam memperoleh akta kelahiran adalah 

sebagai berikut : 

a. Surat keterangan lahir dari rumah sakit/RS bersalin/Puskesmas/Dokter 

praktek/bidan praktek.  

b. Foto copy KK orang tua.  

c. Foto copy KTP orang tua anak.  

d. Foto copy akta perkawinan/surat nikah orang tua anak.  

e. Foto copy Ijazah legalisir, bagi anak yang telah berusia 12 tahun atau 

lebih, bagi yang memiliki ijazah.  

f. Surat keterangan kelahiran dari kepala desa/lurah (M.2-01) bagi yang 
terlambat kelahirannya.  

g. Surat keterangan kesaksian perkawinan (M.-2.02) bagi orang tua anak 
yang perkawinannya dilaksanakan sebelum berlakunya UU Nomor 1 tahun 

1974 tentang perkawinan.  

h. Surat Keterangan Kesaksian Kelahiran (M-2.03) yang ditandatangani 2 

(dua) orang saksi.  

i. Bagi anak hasil perkawinan campuran yang sah dari salah satu orang 
tuanya WNA yang lahir sebelum Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 

tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia harus mendapat keputusan 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.  

j. Bagi anak ......... 7 
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j. Bagi anak yang proses kelahiran dan orang tua tidak diketahui 

keberadaannya cukup membawa berita acara dari kepolisian. 

k. Laporan Kelahiran bagi Penduduk Majalengka yang lahir di luar Kabupaten 

Majalengka sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan.   

 

2. Ketentuan Pasal 82 ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 82 berbunyi 
sebagai berikut : 

 
Pasal 82 

 

(1) Bagi penduduk WNI yang peristiwa kelahirannya di wilayah Kabupaten 

Majalengka yang pelaporannya melampaui batas waktu 1 (satu) tahun 

diberikan dispensasi pelayanan Akta Kelahiran. 
 

(2) Bagi Penduduk WNI yang peristiwa kelahirannya diluar wilayah 
Kabupaten Majalengka yang pelaporannya melampaui batas waktu 1 

(satu) tahun diberikan dispensasi pelayanan Akta Kelahiran. 
 

(3) Dispensasi pelayanan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) diberikan dengan tidak memerlukan Penetapan 

Pengadilan Negeri. 
 

(4) Dispensasi diberikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2011. 

 
3. Ketentuan Pasal 141 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 141 

berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 141 
 

(1) Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang 

telah ada pada saat Peraturan Bupati ini diberlakukan dinyatakan tetap 
berlaku. 

 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK 

dan KTP sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkan KK 
dan KTP yang baru sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati 

ini. 
 

(3) Ketentuan …... 8 
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(3) Ketentuan yang menyangkut persyaratan penetapan pengadilan bagi 

pencatatan kelahiran yang terlambat lebih dari 1 (satu) tahun berlaku 
efektif pada tanggal 1 Januari 2012. 

 
Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka. 
  

Ditetapkan di Majalengka 
pada tanggal 30 Desember 2010 

BUPATI MAJALENGKA, 

 
Cap/Ttd 

 
SUTRISNO 

Diundangkan di Majalengka 

pada tanggal 30 Desember 2010 
    SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN MAJALENGKA, 
 

              Cap/Ttd 
 

ADE RACHMAT ALI 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2010 NOMOR 10 

 
Salinan sesuai dengan Aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

SETDA KABUPATEN  MAJALENGKA 

 

 

 
 

TATANG RAHMAT, SH 

NIP. 196011221986081001 


